Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami by Makiyah, Siti Ainun
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERHADAP 
PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PERKARA 











Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Fakultas Syariah dan Hukum 













“Bersyukurlah Atas Nikmat Yang Allah Berikan Kepadamu 
Karena Setiap Orang Mempunyai Keberuntungan Berbeda 
Jangan Mudah Menyerah - Be Happy With Your Life” 


































Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo 
Terhadap Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perkara Permohonan 
Izin Poligami”. Merupakan Hasil penelitian lapangan dengan rumusan masalah 
Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap keberlakuan 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama; 
Bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami.  
Data penelitan dihimpun dengan dua teknik yaitu wawancara langsung 
dengan empat orang hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan dokumentasi berupa 
review perkara permohonan izin poligami tahun 2017. Hasil yang telah 
dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing dan organizing selanjutnya 
dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir 
induktif. 
Hasil penelitian menyimpulkan :pertama pandangan hakim pengadilan 
agama Sidoarjo terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam 
penyelesaian perkara di pengadilan agama, merupakan ketentuan bersifat hukum 
acara yang termasuk peraturan pendukung UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan Agama dan sebagai peraturan  penekanan dalam upaya 
melindungi hak-hak perempuan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan 
Agama Sidoarjo. Kedua pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami di 
pengadilan agama Sidoarjo sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi 
perempuan dan bentuk standarisasi bagi hakim  dalam mengadili perkara 
permohonan izin poligami yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang 
berperkara untuk mendapatkan hak-haknya terhadap akses yang setara dalam 
memperoleh keadilan dalam perkara permohonan izin poligami.  
Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk: 
pertama, Kepada LSM, organisasi masyarakat untuk memberikan sosialisasi 
lebih konkrit mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam upaya 
perlindungan perempuan dalam perkara di pengadilan agama. agar perempuan 
lebih mengetahui hak-haknya dalam upaya perlindungan perempuan dalam 
perkara di pengadilan agama. Kedua Hendaknya hakim merealisasikan 
penerapan pasal-pasal yang termuat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, 
sehingga keadilan semakin dirasakan dalam penetapan izin poligami di 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Perkawinan menurut agama Islam dikategorikan sebagai suatu ibadah, 
karena perkawinan merupakan ajaran agama yang benar-benar diperintahkan oleh 
Allah Swt dan Rasul-Nya. Bahwa perkawinan itu merupakan salah satu perjanjian 
yang terikat yang didalamnya adalah suatu bentuk anugerah dari sang maha kuasa, 
Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dalam Alquran terdapat 
ayat yang mengandung perintah menikah, sebagaimana terdapat dalam firman 
Allah Q.S an-Nisa : 1 
اَي اَهَُّيأ   ساَّنلا او قَّتا   م كَّبَر يِذَّلا   م َكقَلَخ   نِم   س فَن   َةدِحاَو  ََقلَخَو اَه نِم اَهَج  وَز  ََّثبَو اَم  ه نِم 
لااَجِر اًرِيثَك  ًءاَِسنَو  َنو لَءاََست  ِهِب  َماَح  رلأاَو  َِّنإ  َهَّللا  َناَك   م ك َيلَع ًابيِقَر   
 
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”1 
 
Agama Islam memberikan tata aturan yang jelas terhadap pernikahan, 
seperti adanya calon mempelai, wali nikah, sighat akad, saksi, serta adanya mahar. 
Selain itu, terdapat beberapa tata aturan pernikahan dalam Islam yang merupakan 
warisan pada zaman sebelum adanya agama Islam muncul. Namun tata aturan 
tersebut mengalami beberapa perubahan oleh karena tidak sesuai dengan syari’at 
                                                          
1 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya Al Jumanatul Ali (Bandung: J-ART, 2005), 
77. 

































Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Salah satunya adalah 
poligami, poligami pada masa sebelum kedatangan islam jumlahnya tidak terbatas. 
Kemudian agama Islam menyempurnakan dengan adanya batasan poligami hanya 
sampai pada jumlah 4 (empat) orang istri saja.2 Firman Allah yang 
memperkenankan poligami terdapat dalam Q.S an-Nisa : 3 
 
  نِإَو   م ت فِخ  ََّلاأ   او طِس ق ت ىِف ٱ  َ َتي ل  ىَم  َفٱ  او  حِكن اَم  َباَط م َكل  َن ِ م ٱ  اَِس نل ِء   ىَن ثَم  
 َل ثَو َث 
  َب  رَو َع   ۖ  ِنَإف   م ت فِخ  ََّلاأ   او لِد َعت   َوَف ً َةدِح   َوأ اَم   تََكلَم   َم  َيأ  م ك ن    ۖ   
 َذ َكِل    ىَن َدأ  ََّلاأ   او لو َعت  
 
“Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi : dua, tiga atau empat. 
Kemuudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki, yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”3 
 
Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah  
yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus 
diimbangi dengan adanya keadilan dalam  pelaksanaanya, karena keadilan itu 
sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari 
diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai 
makhluk yang lemah. 
Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur dan 
mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Memastikan kesetaraan gender 
                                                          
2 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam (Malang:Kelompok Intrans Publishing,2015),104 
3 Kementrian Agama RI, Alquran Terjemah dan Tajwid (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Islami, 
2002),  78. 

































dalam hukum dan peradilan akan berpengaruh pada pembentukan nilai dan 
konstruksi sosial masyarakat.4  
Sebagai salah satu bentuk kontribusi Indonesia untuk menghindari segala 
tindakan diskriminasi terhadap perempuan telah dibentuk beberapa peraturan 
perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional 
tentang hak- hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah 
sama dihadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi 
serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi 
berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender, UU Nomor 7 
Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women). Namun meskipun sudah dibentuk undang-
undang tersebut, perempuan masih sering menghadapi kendala dalam meraih 
pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip 
negatif  berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan 
stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus 
dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan 
mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas 
akses perempuan terhadap keadilan.5  
                                                          
4 Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesiadan MaPPI FHUI, Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: AIPJ, 2018), 18 
5 Ibid, 10 

































Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tinggi dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.6 
Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan untuk 
mengisi kekosongan hukum oleh karena itu Mahkamah Agung menetapkan 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum guna 
menghilangkan tradisi diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam 
pelaksanaan praktik peradilan serta menghindari adanya putusan yang mengarah 
pada bias atau pro gender, khususnya dalam perkara permohonan izin poligami dan 
sebagainya. 
Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum di jelaskan pada pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang isinya : 7 
a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia  
b. Non diskriminasi  
c. Kesetaraan gender  
d. Persamaan di depan hukum  
e. Keadilan  
f. Kemanfaatan  
g. Kepastian hukum  
 
PERMA ini digunakan sebagai acuan hakim untuk mengadili perkara yang 
sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan yang merupakan 
pihak yang berperkara dalam permohonan izin poligami yang seringkali terabaikan 
                                                          
6 Wikipedia,“MahkamahAgug Republik Indonesia” dalam https:// 
id.wikipedia.org/wiki/MahkamahAgung_Republik_Indonesia, diakses pada 07 Februari 2019 
7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 

































hak-haknya oleh para majelis hakim yang menerima, memeriksa dan memutus 
perkara permohonan izin poligami.   
Pada dasarnya apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, 
maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan  alasan-
alasannya. Poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan serta pasal 56 dan 
57 KHI, yang pada intinya menyatakan “Seorang suami dapat mengajukan 
permohonan untuk poligami ke pengadilan”. Adapun alasan poligami yang 
dibolehkan adalah :8 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan  
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 
Selanjutnya untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, 
haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :9 
a. Adanya perjanjian dari istri atau istri-istri 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anak mereka 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka.   
 
Apabila semua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan 
sebagai dasar untuk berpoligami, pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam 
prakteknya seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak 
ditaati oleh suami sepenuhnya.  
                                                          
8 Ratna Hindun, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:LBH-APIK, 2005), 
102 
9 Ibid., 103 

































Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan pengadilan agama kelas 1A yang 
dimana perkara permohonan izin poligami pada bulan Januari-Desember Tahun 
2017 terdapat 17 perkara masuk dan 15 perkara yang telah diputus dan sebagian 
besar disetujui.10 
Karena PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan  peraturan baru 
ditetapkan, maka perlu dikaji penerapannya dengan banyaknya perkara 
permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2017 
mengenai upaya hakim menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara 
permohonan izin poligami 
Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk 
mengangkat permasalahan dalam skripsi ini dengan judul “Pandangan Hakim 
Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
dalam Perkara Permohonan Izin Poligami”.  
 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  
Dari paparan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi inti 
permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah  
Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan 
kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan 
melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian yang 
                                                          
10 Dokumen Pengadilan Agama Sidoarjo 

































dapat diduga sebagai masalah.11 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 
maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya 
adalah sebagai berikut: 
a. Asas dan tujuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. 
b. Peran hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum dalam perkara permohonan izin poligami. 
c. Ketentuan permohonan izin poligami menurut UU Perkawinan Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam . 
d. Pandangan hakim terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. 
e. Pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 
2017 dalam perkara permohonan izin poligami. 
2. Batasan Masalah  
1. Pandangan hakim terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. 
2. Pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 





                                                          
11 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi, 
cetakan III (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 8. 


































C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat 
dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana pandangan hakim terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 
2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama? 
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami? 
 
D. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan 
mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian 
sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian pustaka berisi 
teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam kajian pustaka, 
dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang sudah pernah dilakukan 
oleh penelitian sebelumnya, dengan harapan tidak terjadinya duplikasi dan 
plagiasi.12  
Penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang sedikit 
mempunyai relevansi mengenai poligami antara lain : 
1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Naufal Rikza berjudul, 
Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian di 
Pengadilan Agama “(Tinjauan putusan Perceraian di Pengadilan Agama 
                                                          
12 Ibid, 57. 

































Kabupaten Kediri)”. Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang pengaruh 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pada putusan permohonan cerai talak  dan 
cerai gugat.13 Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai 
pandangan hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA 
Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami. Mengenai 
kesesuaian penyelesaian perkara permohonan izin poligami dengan PERMA 
Nomor 3 Tahun 2017 yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama 
Sidoarjo. 
2. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Silmi Mursidah yang 
berjudul, Analisis Maslahah terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Pada 
skripsi tersebut menjelaskan tentang latar belakang dibentuknya PERMA 
Nomor 3 Tahun 2017 serta Kemaslahatan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan hukum 
untuk kemudahan hidupnya.14 Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas 
mengenai pandangan hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap penerapan 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami. 
Mengenai kesesuaian penyelesaian perkara permohonan izin poligami dengan 
                                                          
13 Naufal Rikza “Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian di 
Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).” 
(Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Surakarta,2018). 
14 Silmi Mursidah “Analisis Maslahah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya,2018). 

































PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang diterapkan oleh hakim Pengadilan 
Agama Sidoarjo. 
3. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Amri yang berjudul, 
Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami Di Pengadilan 
Agama Sungguminasa. Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang 
pertimbangan hakim sungguminasa untuk mengabulkan permohonan izin 
poligami dengan dasar UU Perkawinan Tahun 1974 dan sekurang-kurangnya 
mempunyai 2 unsur yaitu, Hubungan hukum antara pemohon, termohon dan 
Calon Istri Pemohon, serta adanya alasan atau syarat poligami.15 Sedangkan 
skripsi yang saya tulis membahas mengenai pandangan hakim pengadilan 
agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam 
perkara permohonan izin poligami. Mengenai kesesuaian penyelesaian 
perkara permohonan izin poligami dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. 
4. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Nurfaidah yang berjudul Tinjauan 
Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa). Penelitian ini 
menyimpulkan Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara 
pengajuan Izin Poligami adalah berdasarkan dalil-dalil dari pemohon, 
menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Alquran sebagai sumber 
                                                          
15 Amri “Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Poligami di Pengadilan Agama 
Sungguminasa.” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017) 

































hukum Islam dan Undang-Undang, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam 
pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan 
alasan yang bersifat alternatif, kemudian pertimbangan sosiologis dilihat dari 
segi kondisi pemohon16 Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas 
mengenai pandangan hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap penerapan 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami. 
Mengenai kesesuaian penyelesaian perkara permohonan izin poligami dengan 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang diterapkan oleh hakim Pengadilan 
Agama Sidoarjo. 
 
E. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain : 
1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 
keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di 
pengadilan agama. 
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 
penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara 
permohonan izin poligami. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
                                                          
16 Nurfaidah “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa).” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017). 

































  Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk 
kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang 
dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi 
teoritis dan segi praktis.17 
a. Secara Ilmiah (Teoritis) 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada 
umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan materi 
pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA 
Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami. 
b. Secara Terapan (Praktis) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para 
praktisi di Lembaga Pengadilan Agama Sidoarjo, masyarakat dan peneliti 
lain. Supaya diketahui adanya kejelasan mengenai materi yang dibahas 
peneliti yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 
penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin 
poligami. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang akan dipakai 
dalam penelitian Pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 
penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin 
                                                          
17 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56. 

































poligami, maka peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan 
masalah tersebut: 
1. Pandangan hakim: suatu pendapat atau suatu pemikiran yang berdasar pada 
pengetahuan hakim-hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 
penerapan PERMA nomor 3 tahun 2017 dalam perkara permohonan izin 
poligami   
2. Penerapan PERMA: yaitu implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 oleh 
hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara 
permohonan izin poligami  
3. Permohonan Izin Poligami: suatu permohonan suami kepada hakim 
Pengadilan Agama Sidoarjo guna memperoleh penetapan izin poligami 
dengan istri kedua, ketiga, atau keempat.  
 
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu 
atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.18 
Agar terciptanya penulisan skripsi ini secara sistematis, jelas, dan benar, 
maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan  
a. Data perkara izin poligami Tahun 2017  
                                                          
18 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: Fakultas 
Hukum UMS, 2004), 1. 

































b. Pandangan hakim terhadap keberlakuan  PERMA Nomor 3 Tahun 2017  
c. Pandangan hakim terhadap penerapan asas-asas dalam PERMA No 3 
Tahun 2017 dalam permohonan izin poligami 
d. Landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim 
Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara permohonan izin poligami. 
2. Sumber Data  
a. Dokumen perkara izin poligami tahun 2017. 
b. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai responden. 
c. Pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai informan. 
d. Peraturan Perundang-udangan : PERMA Nomor 3 Tahun 2017. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis memakai beberapa 
teknik antara lain: 
a. Interview atau wawancara 
Interview yaitu teknik memperoleh data dengan tanya jawab secara 
langsung guna mendapatkan informasi yang diinginkan. Adapun dalam 
penelitian ini wawancara langsung dengan 4 orang hakim Pengadilan 
Agama Sidoarjo sebagai responden. 
b. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan 
dengan berkas perkara yaitu dokumen isi putusan izin poligami tahun 2017 
di Pengadilan Agama Sidoarjo. 
4. Teknik Pengolahan Data  

































Untuk mengeolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 
 
a. Editing  
Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari 
segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada 
dan relevansi dengan penelitian. Peneliti melakukan seleksi atau 
pemeriksaaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu 
rekaman hasil wawancara pandangan hakim dan dokumen mengenai 
perkara permohonan izin poligami Tahun 2017 di pengadilan agama 
Sidoarjo 
b. Organizing 
Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, 
sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 
masalah. Peneliti memeriksa kembali data-data pandangan hakim agar 
validitasnya dapat terjamin. Misal,  dari dokumen-dokumen Pengadilan 
Agama Sidoarjo yang telah peneliti peroleh. Jika tidak diteliti dan tidak 
diverifikasi kemungkian akan terjadi kesalahan dalam hasil penelitian 
nantinya. 
5. Teknik Analisis Data  
Setelah pengumpulan data, langkah yang dilakukan penulis yaitu 
teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan 
skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis, pada teknik ini peneliti 

































menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis tentang 
pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA 
Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami. Kemudian 
menggunakan pola pikir induktif dengan menganalisis berdasarkan fakta 
yang ada di lapangan berupa penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di 
Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara permohonan izin poligami. 
Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk  mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi maka 
penulis akan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab dan sub bab 
yang sistematika pembahasannya sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, sistematika pembahasan. 
Bab kedua dibagi menjadi dua sub-bab yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 
2017 dan asas-asas dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sub-bab pertama 
menyajikan teori-teori tentang  kedudukan PERMA dalam hierarki Perundang-
undangan, latar belakang PERMA Nomor 3 Tahun 2017 . Sub-bab kedua memuat 
tentang asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non 
diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan didepan hukum, asas 
keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. 

































Bab ketiga, menjelaskan hasil penelitian pandangan hakim Pengadilan 
Agama Sidoarjo terhadap penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam 
perkara permohonan izin poligami, dibagi atas 4 sub bab yaitu Sub bab pertama 
deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi, Letak geografis dan wilayah 
kekuasaan Pengadilan Agama Sidoarjo, struktur organisasi Pengadilan Agama 
Sidoarjo, deskripsi perkara permohonan izin poligami Tahun 2017 di Pengadilan 
Agama Sidoarjo. Kemudian dilanjutkan sub bab ke 2 dan 3 dengan data 
penelitian yang berisi pandangan hakim terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama serta pandangan 
hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam 
perkara permohonan izin poligami. 
Bab keempat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini yang dibagi menjadi 2 sub-bab yaitu analisis 
pandangan hakim terhadap keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam 
penyelesaian perkara di pengadilan agama dan analisis pandangan hakim 
terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara 
permohonan izin poligami. 
Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi 
pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam 
keseluruhan penelitian dan saran.  
Sistematika pembahasan yang telah penulis uraikan diatas diharapkan 
mampu memudahkan dan memahami arah penelitian. 


































PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017  
 
A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017  
1. Kedudukan PERMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia 
Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada 
Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung 
yang disingkat PERMA. PERMA merupakan peraturan yang berisi 
ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 
Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman 
Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun 
berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni : 1 
1. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung 
dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi 
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal 
yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini 
                                                          
1  Riki Perdana Raya Waruwu, “Penerapan asas fiksi hukum dalam perma dalam 
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penera
pan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24, diakses 28 desember 2018. 

































merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah 
Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 
1945.  
2.  Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur 
"salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan 
Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan 
ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung 
dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan 
untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan. 
3.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan 
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan". 
Kedudukan PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang -Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). PERMA, 
berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi 
kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam UU. MA 

































sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat 
atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi 
dalam penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan Pasal 
79 UU MA menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan 
terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA 
memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan 
atau kekosongan tersebut. Ada dua hal yang menarik dicermati dari 
ketentuan Pasal 79 dan penjelasannya tersebut. Pertama,terkait dengan 
batasan materi Perma. Batasan ini dapat dilihat dari tujuan pembentuk 
UU MA dalam memberi kewenangan membentuk Perma. Materi Perma 
adalah materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Norma ini 
menunjukkan pentingnya kedudukan Perma. Kedua, ruang lingkup 
pengaturan Perma sebatas pada penyelenggaraan Peradilan yang 
berkaitan dengan hukum acara.2 
Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana 
UU seperti PERMA disebut dengan “delegated legeslations” sebagai 
“sub ordinate legislations” di bawah UU. Karena kewenangan untuk 
menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari 
Undang-undang oleh pembentuk Undang-undang (legislature). 
Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan tersebut pada 
umumnya yaitu lembaga yang bukan ruang lingkup eksekutif, lembaga 
                                                          
2 Nur Sholikin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), RechtsVinding 
07 Februari 2017. 

































yang berada dalam eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan 
peraturan tersebut, apabila tidak mendapatkan delegasi kewenangan 
dari UU. Karena itu peraturan seperti PERMA biasa disebut juga 
dengan “executive acts” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga 
pelaksana UU3 
 
2. Latar Belakang dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2017  
Ketentuan pada Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan 
adanya perlindungan secara konstitusional terhadap kaum perempuan 
WNI harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama 
sebagai akibat sifat kodratinya yang cendrung lemah  daripada kaum 
pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi 
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 
(International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan 
UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant 
on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang 
(lelaki atau perempuan) adalah sama di hadapan hukum, dan peraturan 
perundangan-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin 
perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari 
diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau 
                                                          
3 Jimly Assiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta : Rajawali Pers 2011), 194 

































gender. Untuk memastikan pada dunia atas kewajiban negara yang 
memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan 
dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, sebagaimana 
tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita 
(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.4 
Meskipun berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan 
sudah mengatur perlindungan terhadap perempuan, pada kenyataannya 
mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan 
bukanlah hal yang mudah. Untuk memastikan akses terhadap keadilan 
dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak, 
pada Tahun 2015 Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja 
(Pokja) Perempuan dan Anak karena melihat banyaknya perkara 
perempuan dan anak. Pokja dibentuk melalui SK Ketua Mahkamah 
Agung No. 43/KMA/SK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang 
Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang diperbaharui 
dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016. 
Dalam hal menindaklanjuti adanya Bangkok Guidelines, bentuk 
komitmen Mahkamah Agung kemudian berencana untuk membuat 
peraturan terkait penanganan perempuan di pengadilan. Pada akhir 
                                                          
4A. Choiri, “Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi 
Korban Perceraian”, dalam http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-
anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf, di akses pada 3 Januari 2019. 

































tahun 2016, MaPPI FHUI dan AIPJ mengadakan audiensi dengan 
Mahkamah Agung untuk membahas hasil penelitian MaPPI FHUI 
mengenai perempuan difabel dalam peradilan pidana. Prof. Takdir 
Rahmadi yang merupakan ketua Pokja Perempuan dan Anak 
Mahkamah Agung mengajak MaPPI FHUI dan AIPJ untuk terlibat 
dalam membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai 
perempuan berhadapan dengan hukum. Selain karena adanya Bangkok 
Guidelines, inisiatif untuk membuat peraturan terkait perkara 
perempuan juga didorong dengan meningkatnya perhatian dunia 
mengenai isu-isu perempuan. 5 
Realitas itu yang mendorong Mahkamah Agung, yang didukung 
Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, serta 
Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), menggagas 
pembangunan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan. 
Tujuannya antara lain agar perempuan juga mendapatkan akses 
keadilan yang setara. Gagasan tersebut didengungkan dalam seminar 
yang digelar hari ini di Jakarta. PERMA ini disusun sebagai wujud 
komitmen MA dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, 
atas akses keadilan yang bebas dari diskriminasi.6 
                                                          
5 MaPPfhui, “cerita perubahan perma no 3 tahun 2017 terobosan hukum bagi perempuan dalam 
sistem peradilan” http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-
terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/, diakses pada 3 Januari 2019. 
6  Robi Ardianto, “Hadiah perma nomor 3 tahun 2017 untuk hari perempuan internasional” 
https://www.alinea.id/nasional/hadiah-perma-nomor-3-tahun-2017-untuk-hari-perempuan-intern 
asional -b1UvJ9DA, diakses pada 3 januari 2019. 

































Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 3 
tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum merupakan sebuah terobosan. Institute for 
Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyatakan pembentukan 
PERMA tersebut merupakan sebuah bentuk terobosan bagi 
permasalahan  perempuan. Materi-materi yang diatur dalam PERMA 
ini belum terakomodir dalam peraturan perundangan-undangan yang 
ada, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Meskipun PERMA ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman 
hakim dalam mengadili perkara pidana maupun perdata yang 
melibatkan perempuan sebagai pihak yg berperkara. keberadaannya 
sangat diperlukan terutama dalam peradilan agama dan perempuan-
perempuan yang berhadapan dengan hukum.7 
 
3. Isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 8 
 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 
terdiri dari lima bab yaitu, bab pertama berisi tentang ketentuan umum, 
Bab kedua  asas dan tujuan, bab ketiga pemeriksaan perkara, bab 
keempat pemeriksaan uji materiil, bab kelima ketentuan penutup.  
                                                          
7Supriyadi, “Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan”, 
dalamhttp://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-
perempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum?page=all, diakses pada 18 November 2018. 
8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 

































Bab I memuat ketentuan umum, terdapat satu pasal yang berisi 10 
hal penting mengenai penjelasan tentang perempuan berhadapan 
dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis 
gender, keadilan gender, streotip gender, diskriminasi, relasi kuasa, 
pendamping. Ketentuan umum berfungsi agar adanya kesamaan 
presepsi dalam memahami kata agar tidak terjadi multitafsir. 
Bab II  memuat asas dan tujuan terdapat dua pasal didalamnya, 
pasal 2 berisi beberapa asas penting yaitu, asas penghargaan atas harkat 
martabat manusia, asas nondiskriminasi, asas kesetaraan gender, asas 
persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas 
kepastian hukum. pasal 3 berisi tujuan mengenai PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 yaitu, agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas 
sebagaimana dalam Pasal 2, mengindentifikasi situasi perlakuan yang 
tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap 
perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara 
dalam memperoleh keadilan. 
Bab III memuat pemeriksaan perkara, terdapat tujuh pasal 
diantaranya: pasal 4 berisi dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar 
mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan 
cara mengidentifikasi fakta persidangan. pasal 5 berisi larangan-
larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan 
dengan hukum. pasal 6 berisi tentang pedoman bagi hakim untuk 
mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin adanya 

































kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi. pasal 
7 mengatur agar hakim melakukan pencegahan atau peneguran 
terhadap pihak-pihak yang bersikap merendahkan, mengintimidasi 
dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. 
pasal 8 terdapat 3 ayat pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim 
untuk menanyakan dampak kasus, dan kebutuhan pemulihan, serta 
memberitahukan hak- hak perempuan dalam suatu perkara, dan sikap 
hakim agar konsisten, bebas dalam pandangan streotip gender, dalam 
hal pemulihan korban atau pihak terhadap perkara perempuan 
berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. pasal 
9 mengenai penjelasan tentang kebutuhan pendampingan pada 
perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik 
dan psikis. pasal 10 berisi mengenai pedoman bagi hakim agar memberi 
kesempatan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk 
didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh 
bagi yang mempunyai hambatan fisik dan psikis yang membuat 
halangan untuk dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah 
diatur dalam UU. 
Bab IV memuat pemeriksaan uji materiil, terdiri dari satu pasal. 
pasal 11 berisi dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji 
materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum, agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, 
kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan 

































hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan 
gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan 
stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan 
analisis gender secara komprehensif. 
Bab V memuat ketentuan penutup yang berisi mengenai 
keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 setelah tanggal 
diundangkan yaitu tanggal 11 Juli 2017. 
 
B. Asas-Asas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 
1. Asas Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia 
Harkat dan martabat merupakan dua istilah yang tidak terlepas dari 
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna 
dibandingkan makhluk lainnya. Meskipun memiliki arti berbeda, 
namun kedua istilah tersebut saling berkaitan erat. Pengertian harkat 
manusia adalah derajat kemuliaan manusia sedangkan pengertian 
martabat manusia adalah harga diri atau tingkat harkat manusia. 
Manusia juga memiliki jiwa dan raga dimana jiwa atau roh manusia 
memiliki derajat (harkat) yang lebih tinggi karena berhubungan 
langsung dengan pencipta-Nya dan memiliki kemampuan-kemampuan 
yang disebut cipta, rasa dan karsa. Sedangkan raga manusia merupakan 
derajat paling rendah di mata Tuhan karena berhubungan dengan 

































kondisi dan tingkah laku manusia yang terkadang manusia mengingkari 
hakekat dasar harkat dan martabat manusia lainnya.9 
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, dengan sendirinya 
bangsa Indonesia menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi 
prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Universal declaration of 
Human Rights yang dikeluarkan PBB pada tahun 1948, disamping juga 
menerima apa yang disebut sebagai Vienna declaration and Programme 
of action of the World Conference of Human Rights. Pembukaan dan 
batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya merupakan dasar dan arah 
bagaimana HAM dibina dan dikembangkan di Indonesia. Dapat 
disimpulkan bahwa sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam 
pembukaan UUD 1945, pandangan ontologik Pancasila tentang apa dan 
siapa manusian itu, ialah, bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan 
sekaligus makhluk sosial, makhluk jasmani sekaligus rohani yang 
disebut sebagai manusia monopluralis yang memiliki harkat dan 
martabat yang sama.10 
Menurut UUD Tahun 1945 yang dimuat dalam BAB XA Pasal 28 
28J, bahwa negara itu akan selalu menjamin dan melindungi segala hak 
dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, 
                                                          
9 Achmad Maulidi, “Harkat martabat manusia (HMM)”, dalam 
https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html, di akses pada 5 Januari 
2019. 
10 Thaariq, “Pengakuan atas Martabat dan hak -hak yang sama sebagai manusia” 
dalam http://molequl.blogspot.com/2009/07/pengakuan -atas-martabat-dan-hak-
hak.html, diakses pada 5 januari 2019.  

































kapan dan dimana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu 
selalu diletakkan diatas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain.11 
2. Asas Non Diskriminasi 
Asas non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam 
rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban 
negara terhadap semua jenis HAM. Perlindungannya bersifat accessory, 
Pengertian ini mengacu pada Art. 14 the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Pengertian 
demikian tercermin secara inheren dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 
ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, Art. 2 Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR), Art. 2.(1) International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR), dan Art. 2.(2) International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights(ICESCR). Sebagai implikasinya, 
tidak perlu ada ketentuan non diskriminasi secara khusus karena hal itu 
telah melekat dalam semua ketentuan HAM di mana implementasi atau 
penikmatannya di antara individu individu tidak boleh 
didiskriminasikan.12  
Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk bebas dari 
diskriminasi adalah sebagai berikut. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 
menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
                                                          
11 Suroto, “Harkat dan martabat manusia dalam pandangan kenegaraan pancasila dan UUD NRI 
tahun 1945”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II , No.3 (September-desember, 2015), 316. 
12 Nihal Jayawickrama, The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and 
International Jurisprudence, Cambridge: Cambridge University Press, 2002,  175. 

































perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum.3 Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 
menentukan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat 
perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Sementara 
ketentuan konstitusional tentang hak warga negara untuk bebas dari 
diskriminasi adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan 
bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 
yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan.13 
Ketentuan konstitusional tentang hak untuk bebas dari diskriminasi 
juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok orang tertentu 
yang terkatagori sebagai kelompok rentan. Pasal 28H ayat (2) UUD 
NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini 
dipertegas oleh Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang 
menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat 
                                                          
13Titon Slamet Kurnia “Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi 
Constitutional Court and The Right To Be Free From Discrimanatory Treatment”, Jurnal 
Konstitusi, Volume 12, No. 1 (Maret, 2015), 23. 

































yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih 
berkenaan dengan kekhususannya.14 
3. Asas Kesetaraan Gender 
Gender adalah  peran-peran sosial yag dikonstruksikan oleh 
masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan 
perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial 
tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).15 
Kesetaraan gender berarti suatu keadaan dimana perempuan dan 
laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama 
untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam 
semua bidang kehidupan. Keadilan jender berarti suatu kondisi adil 
untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural 
yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak 
yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara 
struktural maupun kultural.16 
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
yang mengakui jaminan atas penghormatan terhadap hak asasi dalam 
Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk 
secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah 
negara Republik Indonesia. Pasal 36 ayat (2) mencerminkan tidak boleh 
                                                          
14 Ibid., 
15 Kantor menteri negara pemberdayaan perempuan republik indonesia, bahan Informasi gender, 
modul 1 (2001), 6.  
16 Koalisi perempuan indonesia, ” Asas dan Tujuan” dalam http://www. koalisiperempuan.or.id/ 
tentang/asas-dan-tujuan/, diakses pada 6 januari 2019. 

































ada diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin dalam pemenuhan 
hak- hak asasi mereka dengan menafsirkan penggunaan kata "setiap 
warga negara", artinya siapa saja, bisa pria atau perempuan. 
Untuk mencapai sebuah kesetaraan bukanlah dengan cara 
memberikan beban yang sama antara laki-laki dan perempuan, tapi 
dengan cara membuka peluang tanpa ada intervensi pihak manapun 
kepada salah satu gender untuk mengaktualisasikan dirinya. 
Kesetaraan bukanlah menyamaratakan laki-laki dan perempuan, tapi 
merupakan mensejajarkan posisi laki-laki dan perempuan.17 
4. Asas Persamaan di Depan Hukum 
Dalam tataran teoritik menangani asas kesamaan di hadapan hukum 
hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. 
Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di 
hadapan hukum.  Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana termaktub dalam 
ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945.18 
Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Budaya dan 
Hukum, Prof. Dr. Ramli Hutabarat (Kabalitbang HAM), persamaan di 
depan hukum merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh suatu 
negara hukum yang demokratis. Persamaan didepan hukum itu sendiri 
                                                          
17 Nopi fajar prasetyo, “kesetaraan gender” dalam http://antronesia.com/kesetaraan-gender/ diakses 
pada 6 januari 2019. 
18 Ahmad ulil Aedi, FX Adjie Samekto “Rekonstruksi asas kesamaan dihadapan hukum Equality 
before the law” , law reform, 2013. 

































juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh 
konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara selalu mendapat tempat 
yang sama di depan hukum. Artinya, siapa pun warga negara yang 
tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama satu sama lain baik 
dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di 
hadapan hukum..19 
Asas persamaan kedudukan didalam hukum sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap 
orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia 
mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan 
pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini 
mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, 
baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak 
seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan 
cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis”20 
5. Asas Keadilan 
Setiap individu pasti menginginkan hak hidup yang sama dengan 
individu lainnya, oleh karenanya keadilan sangat penting dalam 
menjalankan kehidupan itu sendiri, karena keadilan mutlak dilakukan 
untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan lebih baik , oleh karenanya 
                                                          
19  Super User, ”persamaan didepan hukum”, dalam https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-
kanwil/berita-utama/2703-persamaan-di-depan-hukum1, diakses pada 7 januari 2019. 
20 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan 
Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni 2003), 24. 

































keadilan merupakan suatu hal yang diharuskan dan diutamakan sebagai 
suatu cara untuk mendapatkan kepuasan batin sendiri, Keadilan 
merupakan konsep yang bersifat subjektif, sesuai nilai yang dianut oleh 
masing-masing individu.  
Ciri atau sifat adil dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : 
adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawfull), tidak 
memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral 
(equitable), dan benar secara moral (righteos).21 
Manusia menurut Plato, hanya dapat berkembang dan mencapai 
kebahagiaan melalui negara, mengingat negara melebihi individu-
individu dan mempunyai tujuan semua kegiatanya. Dalam mengartikan 
keadilan, plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang 
memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai 
organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya 
sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.22 
Pada abad pertengahan (masa scholastic), Thomas Aquinas, yang 
melanjutkan aliran hukum alam, membedakan kedilan atas dua 
kelomok. Pertama, keadilan umum. Kedua, Keadilan khusus yang 
merupakan keadilan atas dasar persamaan proposionalitas. Keadilan 
khusus ini dibedakan menjadi distribbutif (justitia distributiva), 
                                                          
21 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum : Refleksi kritis terhadap Hukum, cet. II (Jakarta: Rajawali 
press,2012), 218. 
22 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2006), 47. 

































keadilan komulatif (justitia commutativa) dan keadilan vidikatif 
(justitia vindicativa).23 
Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak 
adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak 
sepantasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dari 
pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala 
sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah 
apa yang dpat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama 
keadilan itu dtunjukkan kpada orang lain, maka ia merupakan 
kebajikan. Diantara dua kepentingan yang tidak sama, hukum harus 
berdiri sebagai penyeimbang. Barangsiapa yang menderita keadilan 
maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak 
adil.24 
Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan 
kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu 
sampai sekarang tanpa hennti dan akan terus berlanjut sampai manusia 
tidak dapat beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan 
yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang 
dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk 
mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas nilai-
                                                          
23 E. Sumaryono, Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, (Yogyakarta: 
Kanisius, 2000), 160. 
24 Warkum Sumitro, Hukum Islam dan Hukum Barat, (Malang: Setara Press,2017), 91. 

































nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat 
menentukan baik dan buruknya adalah rasa.25 
6. Asas Kemanfaatan 
Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai 
ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran 
yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. 
pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy 
Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain 
Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jaremy 
Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar 
utilitas. Penganut aliran utilitas tersebut mengutarakan bahwa tujuan 
hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan 
yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. 
Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga 
masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu 
alatnya.26  
Bahwa teori utilitarianisme memberi penekanan pada dua hal 
penting yakni, hukum dan tujuan hukum tersebut . hukum dalam teori 
ini dipahami bukan sebagai hukum dalam tataran filosofis atau das 
sollen tetapi sebagai hukum positif, sementara tujuan hukum utamanya 
dikaitkan dengan manfaat dari hukum itu, yakni kebahagiaan dan 
                                                          
25 M. Rasjidi, Cawindu, Islam untuk disiplin ilmu filsafat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 17. 
26 Alex Chandra, Kemanfaatan Hukum dalam http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/ 
diakses pada 11 Januari 2019. 

































kesejahteraan sebanyak mungkin individu atau masyarakat ( the 
greatest happpines for the greatest number of the people).27 
7. Asas Kepastian Hukum 
Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. 
Setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan atau yang 
dilaksanakan oleh pemerintah, harus berdasarkan hukum. Begitu pula 
masyarakat yang diayomi oleh hukum tersebut harus berbuat sesuai 
dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan memedomani dan 
melaksanakan hukum tanpa keragu-raguan.28 
Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, bersifat 
sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkannya 
dalam pengertian kaku, meskipun didalamnya mengakomodir keadilan 
dan kemanfaatan ataupun tidak, karena hukum identik dengan 
kepastian.29 
Kepastian hukum juga sangat erat dengan asas legalitas, artinya 
hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat harus 
jelas diketahui oleh masyarakat, sehingga apabila terdapat larangan 
dalam hukum tersbut masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang 
dilarang. Demikian pula , sanksi atas pelanggaran larangan tersebut 
jjuga harus sudah tercantum dan diatur secara tegas.30 
                                                          
27 Warkum Sumitro, Hukum Islam dan Hukum Barat, (Malang: Setara Press,2017), 98. 
28 Muhammad Alim, Asas-asas Negara hukum Modern dalam islam: kajian komprehensif islam dan 
ketatanegaraan. (Yogyakarta:LKIS, 2010), 321. 
29 Warkum Sumitro, Hukum Islam dan Hukum Barat, (Malang: Setara Press,2017), 95. 
30 Ibid., 70 

































Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum 
berarti berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan 
antar orang-orang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang 
berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum adalah dari 
mana hukum tersebut berasal.31 
 
 
                                                          
31 Muhammad Alim, Asas-asas Negara hukum Modern dalam islam: kajian komprehensif islam dan 
ketatanegaraan (Yogyakarta:LKIS, 2010), 321. 


































PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERHADAP 
PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PERKARA 
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
 
A. Deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo1 
1. Gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo 
Pengadilan Agama Sidoarjo dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 152 jo. Tahun 1937 Nomor 116 
dan 610 dan diresmikan pada Tahun 1882. Gedung Pengadilan Agama 
berada di Jl. Hasanuddin No. 90, kecamatan Sidoarjo, kabupaten 
Sidoarjo 61516, telp. (031) 8921012 Fax : 031-8963153. 
 Demi terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung 
Pengadilan Agama Sidoarjo akan selalu berusaha: Meningkatkan 
Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama menujudkan manajemen 
Peradilan Agama yang modern, Meningkatkan akses masyarakat 
terhadap peradilan agama, Akuntabilitas dan Transparasi badan 
peradilan. Dengan visi & misi sebagai berikut : 
VISI : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung 
                                                          
1 Dokumen Pengdilan Agama Sidoarjo 



































1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan 
peraturan yang berlaku, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari campur tangan 
pihak lain, tidak memihak dan transparan. 
3. Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat di bidang 
peradilan. 
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat 
dan dihormati 
 
2. Letak Geografis dan Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Sidoarjo 
Peradilan Agama Sidoarjo beralamat di Jl. Hasanuddin 90, 
Sekarkadangan Sidoarjo - Jawa Timur 61325. Gedung Pengadilan 
Agama Sidoarjo  berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen 
Agama Republik Indonesia (serifikat hak pakai No.2 tanggal 23 
Februari 1998, surat ukur No.632/188, dengan luas tanah 1.012 m2). 
Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo   terdiri dari dua bangunan, yaitu : 
yang pertama bangunan gedung ukuran (18,3 x 1518,3 x 15 m2 = 275m2 
dari proyek Departemen RI tahun 1978/1979. Sedangkan 49 bangunan 
yang kedua yaitu dengan ukuran 18,3 x 8 m2 = 146,4 dari proyek 

































Departemen Agama RI tahun 1983/1984, dengan surat keputusan 
nomor 19 tahun 1984 tanggal 21 Mei 1994. Pengadilan Agama Sidoarjo 
terdapat beberapa ruang yang digunakan untuk kepentingan dan 
pelaksanaan kerja para pegawai dan orang yang berperkara. 2 
Wilayah kekuasaan Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi 
18 kecamatan antara lain : 
Tabel 1.  
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo3 
 
NO          KECAMATAN KETERANGAN 
 
1 Balongbendo Kecamatan Balongbendo 
terdiri atas 20 Kelurahan/ 
Desa 
2 Buduran Kecamatan Buduran terdiri 
atas 15 Kelurahan/ Desa 
3 Candi Kecamatan Candi terdiri atas 
24 Kelurahan/ Desa 
4 Gedangan Kecamatan Gedamgan terdiri 
atas 15 Kelurahan/ Desa 
5 Jabon Kecamatan Jabon terdiri atas 
15 Kelurahan/ Desa 
6 Krembung Kecamatan Krembung terdiri 
atas 19 Kelurahan/ Desa 
7 Krian Kecamatan Krian terdiri atas 
22 Kelurahan/ Desa 
                                                          
2 Muhammad Jumhari, “Profil Pegawai“ dalam http://www. Pa-sidoarjo.go.id/, di akses pada 20 
Januari 2019.   
3 Muhammad Jumhari, “wilayah yuridiksi “ dalam http://www. Pa-sidoarjo.go.id/, di akses pada 
20 Januari 2019.   

































8 Porong Kecamatan Porong terdiri atas 
19 Kelurahan/ Desa 
9 Prambon Kecamatan Prambon terdiri 
atas 20 Kelurahan/ Desa 
10 Sedati Kecamatan Sedati terdiri atas 
16 Kelurahan/ Desa 
11 Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo terdiri 
atas 24 Kelurahan/ Desa 
12 Sukodono Kecamatan Sukodono terdiri 
atas 19 Kelurahan/ Desa 
13 Taman  Kecamatan Taman terdiri atas 
24 Kelurahan/ Desa 
14 Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin 
terdiri atas 19 Kelurahan/ 
Desa 
15 Tarik Kecamatan Tarik terdiri atas 
20 Kelurahan/ Desa 
16 Tulangan Kecamatan Tulangan terdiri 
atas 22 Kelurahan/ Desa 
17 Waru Kecamatan Waru terdiri atas 
16 Kelurahan/ Desa 
18 Wonoayu Kecamatan Wonoayu terdiri 
atas 23 Kelurahan/ Desa 
 
 
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo 
 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo disusun sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Dengan 
fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama RI. 

































Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan 
kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur 
organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut : 
Tabel 2. 
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A4 
 
Tabel 3.  
Jabatan Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Sidoarjo5 
Ketua Dr. Mohammad Jumhari, S.H., M.H. 
Wakil Ketua Drs. H. Mubarok, M.H. 
Hakim 1. Drs. Amanudin S.H., M,Hum 
2. Drs. Jureimi Arief 
3. Dra. Hilaytul Husna 
4. Drs. Ramli M.H 
                                                          
4 Dokumen Pengadilan Agama Sidoarjo. 
5 Muhammad Jumhari, “Profil Pegawai“ dalam http://www. Pa-sidoarjo.go.id/, di akses pada 20 
Januari 2019.   

































5. Drs. Syaiful Iman S.H., M.H. 
6. Hj. Siti Aisyah S.Ag., M.HP. 
7. Drs. Amar Hujantoro M.H 
8. Siti Aisyah S.Ag., M.H. 
9. Mukhtar S.Ag. 
10. Drs. H. Imam Farok M.HES 
11. Drs. H. Parhanuddin 
Sekretaris Zainal Abidin, S.H., M.M. 
Panitera Muda Permohonan Hanim Makhsusiati S.H. 
Panitera Muda Gugatan HJ. Nurul Islah S.H. 
Panitera Muda Hukum Mochamad Dedy Kurniawan S.H. 
Kepala Sub Bagian 
Perencanaan, Teknologi, 
Informasi & Pelaporan 
Heru Santoso S.H.I. 
Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, Organisasi & 
Tata Laksana 
Onis Nur Islahi S.SOS., M.M. 
Kepala Sub Bagian Umum 
& Keuangan 
Adji Widya Putra S.E. 
Panitera Pengganti 1. Andri Dwi Perwitasari S.H. 
2. Miftahul Husna S.H. 
3. Dwi Hernasari S.H,. M.HES. 
4. Eva Ervinas.E,. S.H. 
5. Dini Aulia Safitri S.H. 
6. Ninik Sa’adah S.SI., S.H. 
7. Dra. Nurhayati S.H. 
8. Wieta Mutiara Ayunda S.H 
9. Aida Shofiyati S.H., M.KN. 
10. Afni Vina Afifah S.H. 
11. Deni Setiadi S.H. 
12. Suhartono 
13. Syafiuddin Ariwijaya S.E. 

































14. Ismail S.H. 
15. Abdusyukur S.Sos. 
16. Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES. 
Jurusita Pengganti 1. Suhartono 
2. Syafiuddin Ari Wijaya , S.E. 
3. Akbar Budiman Hidayat, S.E 
 
4. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami Tahun 2017 Di 
Pengadilan Agama Sidoarjo 
Permohonan izin poligami merupakan permohonan dari pihak 
suami yang diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk 
diperiksa dan diputuskan, guna memperoleh penetapan izin 
berpoligami dengan istri kedua, ketiga, atau keempat. 
Rekapitulasi perkara permohonan izin poligami pengadilan agama 
Sidoarjo pada bulan Januari-Desember tahun 2017 terdapat 17 perkara 
masuk, sebagian besar dikabulkan. 
Tabel 4  
 Perkara Permohonan Izin Poligami Tahun 20176 
 








                                                          
6 Dokumen perkara permohonan izin poligami Pengadilan Agama Sidoarjo pada bulan Januari-
Desember tahun 2017. 































































Permohonan Izin Poligami yang masuk di Pengadilan Agama 
Sidoarjo pada Tahun 2017 disebabkan oleh berbagai faktor yang 
diajukan oleh suami seperti : 
 
Tabel 5 
Faktor Permohonan Izin Poligami7 
 
NO FAKTOR PERMOHONAN IZIN POLIGAMI JUMLAH 
1. Libido Tinggi/ Hypersex 1 
                                                          
7 Dokumen perkara permohonan izin poligami Pengadilan Agama Sidoarjo pada bulan Januari-
Desember tahun 2017. 
 

































2. Telah Melangsungkan Pernikahan Siri dengan 
Istri Kedua 
3 
3. Hamil Diluar Nikah 1 
4. Istri Sebelumnya Mempunyai Penyakit  1 
5. Istri Pertama Tidak Sanggup Menambah 
Keturunan 
1 
6. Dll.  
Ket. 3 Perkara Telah Dicabut 
Ket. 7 Perkara Belum Diupload atau Tidak ada di 
Direktori Putusan Mahkamah Agung 
10 
 
Banyaknya permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan 
Agama Sidoarjo setiap tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
melatarbelakangi niat suami untuk berpoligami. Pada Tahun 2017 
alasan terbanyak yang digunakan dalam pengajuan permohonan izin 
poligami berdasarkan telah dilangsungkanya pernikahan siri dengan istri 
kedua. 
 
B. Pandangan Hakim Terhadap Keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama 
Berdasarkan hasil interview yang sudah dilakukan penulis, maka 
berikut adalah pandangan para hakim pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 
keberlakuan PERMA dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama 
sidoarjo dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu. 

































1. Pandangan Pro terhadap Keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
dalam penyelesaian perkara permohonan izin poligami 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diterapkan 
dalam penyelesaian perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak 
yang berperkara, serta menjadi sebuah peraturan penegasan yang 
menekankan bagaimana hakim bersikap dalam menangani perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum untuk mempertimbangkan 
akibat hukumnya, sehingga perempuan terlindungi hak-haknya. hakim 
harus mempunyai pemahaman atau perhatian khusus mengenai proses 
mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dengan 
mengedepankan kesetaraan gender.8 
Keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian 
perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan acuan kepada 
hakim agar lebih merasakan kepekaan terhadap permasalahan 
perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan melihat dampak 
yang ditimbulkan, serta memberikan penjaminan atas hak perempuan 
terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dihadapan 
hukum.9 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan suatu peraturan 
penegasan untuk menjamin hak-hak perempuan berhadapan dengan 
hukum, di Pengadilan Agama Sidoarjo sebenarnya sudah ditekankan 
                                                          
8 Drs. Amanudin, SH., M.HUM. Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
9 Drs. Amanudin, SH., M.HUM. Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 

































bagaimana tata cara mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum secara baik dan benar, akan tetapi dengan adanya PERMA 
Nomor 3 tahun 2017 ini semakin mempertegas bagaimana sikap hakim 
pengadilan agama dalam mengadili perempuan dengan melindungi 
beberapa hak-haknya.10  
Sebelum terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut 
ketentuan-ketentuan yang termuat didalamnya sudah dilaksanakan 
dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan 
adanya PERMA tersebut menjadi peraturan penegasan untuk hakim 
lebih melindungi hak-hak perempuan dimuka hukum. Dapat dijadikan 
sebagai acuan hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan 
dengan hukum agar perempuan tidak merasa dirugikan dalam 
memperoleh keadilan.11 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 termasuk 
peraturan penguat, PERMA tersebut sebagai upaya mendukung adanya 
perlindungan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum.12 
Keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah diberlakukan di 
Pengadilan Agama Sidoarjo sejak diundangkannya PERMA tersebut 
hakim wajib menerapkan ketentuan yang terdapat didalamnya, dalam 
rana pengadilan agama terkait PERMA tersebut hanya sebatas 
                                                          
10 Drs. H. Imam Farok, M.HES. Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
11 Drs. H. Imam Farok, M.HES. Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
12 Drs. Akramudin, M.H. Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 

































peraturan pendukung dalam melindungi hak-hak perempuan yang 
berperkara dengan hukum, karena hakim bersifat pasif, jadi hanya 
sebagai pedoman untuk hakim dalam menangani perempuan sebagai 
pihak yang berperkara.13 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut merupakan peraturan yang 
bersifat penegasan untuk mengadili perkara perempuan berhadapan 
dengan hukum, karena PERMA ini merupakan nafasnya aturan 
penegakan perlindungan hukum bagi perempuan agar terjamin hak-
haknya.14 
2. Pandangan Kontra terhadap Keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 
2017 dalam penyelesaian perkara permohonan izin poligami 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan 
peraturan yang memuat kesetaraan gender dalam hukum, keberlakuan 
PERMA tersebut belum dipakai di pengadilan agama Sidoarjo sebelum 
adanya PERMA tersebut sudah melaksanakan ketentuan ketentuan 
dalam PERMA tersebut, jadi PERMA tersebut tidak begitu 
berpengaruh dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. 15 
Menurut Hakim, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak begitu 
signifikan pengaruhnya dalam pengadilan agama, karena UU 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
                                                          
13 Drs. Akramudin, M.H. Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
14 Drs. Akramudin, M.H. Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
15 Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 

































merupakan dasar pertimbangan hukum di pengadilan agama. walaupun 
tidak signifikan, PERMA tersebut wajib diterapkan sebagai peraturan 
beracara bagaimana sikap hakim dalam mengadili perkara perempuan 
berhadapan dengan hukum.16 
 
C. Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Asas-Asas PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 dalam Perkara Permohonan Izin Poligami  
Berdasarkan hasil interview yang sudah dilakukan penulis, maka 
berikut adalah pandangan para hakim pengadilan agama Sidoarjo terhadap 
penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara 
permohonan izin poligami : 
1. Asas Penghargaan Atas Harkat dan Martabat Manusia 
Penerapan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia 
dalam perkara permohonan izin poligami merupakan dasar atas 
penjaminan hak-hak perempuan terhadap akses yang setara dalam 
memperoleh keadilan.17 
Penerapan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia 
dalam perkara permohonan izin poligami cerminannya dalam PERMA 
Nomor 3 Tahun 2017 perempuan mempunyai hak untuk didengar 
                                                          
16 Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
17 Drs. Amanudin, SH., M.HUM  Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 

































dimuka pengadilan mengenai kesediaanya dalam memberikan izin 
poligami.18 
2. Asas Non Diskriminasi 
Penerapan asas- non diskriminasi memang sudah diterapkan dalam 
penyelesaian perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama 
Sidoarjo, jauh sebelum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ditetapkan.19 
Asas nondiskriminasi diterapkan dalam permohonan izin poligami 
agar tidak terjadi upaya intimidasi mengenai pendapat, jadi istri di 
mintai persetujuan untuk suaminya untuk berpoligami, disini istri 
dihadirkan dipersidangan agar jelas adanya kerelaan tanpa faktor 
intimidasi pihak tertentu.20 
Peran hakim harus memperhatikan kepentingan-kepentingan 
perempuan dalam memutus permohonan izin poligami agar tidak 
terjadi adanya diskriminasi maka perempuan mempunyai andil dalam 
permohonan izin poligami melalui adanya izin istri.21 
3. Asas Kesetaraan Gender 
Perkara permohonan izin poligami sendiri sangat sensitif bagi kaum 
perempuan, oleh karena itu penerapan asas kesetaraan gender ini sangat 
membantu perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkara 
permohonan izin poligami.22 
                                                          
18 Drs. H. Imam Farok, M.HES Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
19 Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
20 Drs. Akramudin, M.H Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
21 Drs. Amanudin, SH., M.HUM Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
22 Drs. Amanudin, SH., M.HUM Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 

































Adanya perjanjian dari istri atau istri-istri merupakan salah satu 
cerminan dari asas kesetaraan gender, karena isri/istrinya mempunyai 
hak untuk dimintai persetujuan, jadi tidak semena-menanya suami yang 
berkeiginan untuk beroligami, akan tetapi istri juga dimintai pendapat 
dalam memberikan izin poligami.23 
Perlindungan perempuan untuk terjaminnya pemenuhan hak-
haknya dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum dalam perkara permohonan izin poligami merupakan bentuk 
dari penerapan asas kesetaraan gender.24 
4. Asas Persamaan didepan Hukum 
Asas tersebut dijadikan dasar dalam mengadili perkara permohonan 
izin poligami agar tidak terjadi berat sebelah dalam penanganan 
perkara, karena suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh keadilan.25 
Penerapan asas tersebut dalam permohonan izin poligami 
merupakan hal yang mutlak, karena adanya persamaan didepan hukum 
maka mengadili perkara permohonan izin poligami tidak semata-mata 
condong pada kepentingan suami, melainkan juga pada kepentingan 
istri.26 
5. Asas Keadilan 
                                                          
23 Drs. Akramudin, M.H Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
24 Drs. H. Imam Farok, M.HES Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
25 Drs. Akramudin, M.H Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
26 Drs. H. Imam Farok, M.HES Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019 . 

































Seperti dilampirkannya harta yang diperoleh ketika perkawinan 
dengan istri pertama, apabila diketahui masih ada harta yang tidak 
dicantumkan dalam lampiran tersebut maka sang istri pertama 
dibolehkan mengajukan gugatan rekonvensi mengenai gugatan harta 
bersama. 27 
Ketentuan mengenai harta bersama dalam permhonan izin poligami 
termuat pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 
agama buku II hal tersebut termasuk upaya hakim dalam menjamin hak 
perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.28  
Asas keadilan digunakan untuk standarisasi hakim pengadilan 
agama dalam menangani perkara perdata khususnya permohonan izin 
poligami karena dalam perkara tersebut melibatkan perempuan sebagai 
pihak yang berperkara, yang sering terabaikan hak-haknya.29 
Penerapan asas keadilan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
merupakan suuatu bentuk upaya memberikan dukungan kepada 
perempuan untuk memperoleh keadilan, peran hakim sendiri harus 
memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan dalam memutus 
permohonan izin poligami.30 
6. Asas Kemanfaatan 
                                                          
27 Drs. Amanudin, SH., M.HUM Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
28 Drs. Amanudin, SH., M.HUM Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
29 Drs. H. Imam Farok, M.HES Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
30 Drs. Akramudin, M.H Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 

































Dilampirkannya harta yang diperoleh ketika perkawinan 
sebelumnya, apabila diketahui masih ada harta yang tidak dicantumkan 
dalam lampiran tersebut maka sang istri pertama dibolehkan 
mengajukan gugatan rekonvensi untuk harta bersama. gugatan 
rekonvensi tersebut dapat dijadikan momentum bagi istri untuk 
mendapatkan hak atas harta bersamanya.31 
Istri dibolehkan gugatan rekonvensi harta bersama apabila terdapat 
kecurangan dalam perincian harta bersama. asas kemanfaatan sebagai 
acuan hakim untuk memberikan keadilan bagi istri mengenai harta 
bersama.32 
7. Asas Kepastian Hukum 
Suami wajib melampirkan harta bersama dalam masa perkawinan, 
apabila didapati kecurangan dalam rincian harta bersama istri 
dibolehkan mengajukan gugatan rekonvensi termuat pada pedoman 
pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II, merupakan 
penerapan asas kepastian hukum harta bersama dalam permohonan izin 
poligami.33 
Kewajiban dilampirkannya harta bersama selama pernikahan, 
suami dengan isti, apabila tidak dilampirkannya harta bersama yang 
diperoleh saat perkawinan dengan istri pertama maka gugatan tersebut 
                                                          
31 Drs. Akramudin, M.H Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
32 Drs. H. Imam Farok, M.HES Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 
33 Drs. Akramudin, M.H Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 

































langsung ditolak atau Niet Ontvankelijk  karena hal tersebut upaya 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.34 
                                                          
34 Drs. Akramudin, M.H Wawancara, Sidoarjo 8 Januari 2019. 

































BAB IV  
ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO 
TERHADAP PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM 
PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI 
 
A. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Keberlakuan PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para hakim 
Pengadilan Agama Sidoarjo, penulis telah mendapatkan data mengenai 
pandangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap keberlakuan 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian perkara di pengadilan 
agama. dari hasil tersebut dapat diuraikan analisis sebagai berikut:  
Ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berisi 
tentang pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana maupun 
perdata yang melibatkan perempuan didalamnya. PERMA Nomor 3 Tahun 
2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum mempunyai tujuan agar hakim dapat memahami dan menerapkan 
asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017, 
agar hakim dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara 
sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan agar hakim 
menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh 
keadilan. 

































Sehubungan telah ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
pada tanggal 11 Juli 2017, para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo 
menyambut baik adanya peraturan tersebut. Menurut para hakim 
Pengadilan Agama Sidoarjo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut tidak 
bertentangan dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi 
Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
peradilan agama. 
Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama 
Sidoarjo sebagai sebuah acuan bagi hakim agar lebih memperhatikan dan 
menjamin hak perempuan berhadapan dengan hukum dengan melihat 
dampak yang ditimbulkan. Walaupun menurut salah seorang hakim di 
Pengadilan Agama Sidoarjo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak begitu 
signifikan penerapannya akan tetapi keberlakuanya sebagian besar telah 
diterapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo. 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Sebagai salah satu bentuk peraturan 
yang berisi ketentuan bersifat hukum acara yang merupakan produk hukum 
dari Mahkamah Agung yang keabsahannya termuat pada Pasal 8  : 
1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 

































Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala 
Desa atau yang setingkat.  
2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 
Menurut penulis, dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh 
para hakim tersebut, keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di 
Pegadilan Agama Sidoarjo merupakan peraturan yang bersifat penegasan 
pedoman beracara dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, 
yang bertujuan; agar hakim sebagai penegak hukum dapat memahami dan 
menerapkan asas yang termuat dalam pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 
2017, dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga 
mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan dapat  menjamin hak 
perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. 
 
 
B. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Asas-Asas PERMA 
Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perkara Permohonan Izin Poligami  

































Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para hakim 
pengadilan Agama sidoarjo, penulis telah mendapatkan data mengenai 
pandangan hakim pengadilan agama sidoarjo terhadap penerapan asas-asas 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami. 
Dari hasil tersebut dapat diuraikan analisis sebagai berikut:  
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merupakan peraturan yang mengatur 
tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum, dalam hal ini permohonan izin poligami  merupakan lingkup 
peradilan agama yang melibatkan dua orang atau lebih perempuan sebagai 
pihak yang berperkara. Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 semakin 
mempertegas adanya penjaminan hak-hak perempuan dalam proses 
mengadili perkara permohonan izin poligami. 
Menurut para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, sebelum 
ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 para hakim Pengadilan 
Agama Sidoarjo telah menerapkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan Agama yang didalamnya tidak bertentangan 
dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai peraturan 
pendukung penjaminan hak-hak perempuan terhadap akses yang setara 
dalam menyelesaikan perkara berhadapan dalam hukum. 
Dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hakim diharuskan 
lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan lebih 
menekankan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non 
diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan didepan hukum, asas 

































keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum telah diterapkan 
dalam mengadili perkara permohonan izin poligami. 
Refleksi asas-asas dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017  pada 
perkara permohonan izin poligami Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2017 
sebagai berikut : 
1. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia  tercermin pada 
penetapan permohonan izin poligami No. 1490/Pdt.G/2017/PA.Sda; 
bahwa dalam permohonannya pemohon menyatakan tempat tinggal 
pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, 
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
perkara a quo merupakan kewenangan relatif  Pengadilan Agama 
Sidoarjo; yang dimana Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk 
mengadili perkara tersebut dengan menjamin perlindungan atas hak dan 
martabat yang dimiliki pemohon dan termohon, maka telah diketahui 
bahwa asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia sudah 
diterapkan di Sidoarjo 
2. Asas nondiskriminasi tercermin pada penetapan permohonan izin 
poligami No. 899/Pdt.G/2017/PA.Sda bahwa dalam mediasi pemohon 
dengan termohon telah mencapai kesepakatan, di mana termohon 
menyetujui bila pemohon menikah lagi, namun oleh karena perkara 
aquo adalah ijin poligami, maka majelis hakim perlu memeriksa lebih 
lanjut terhadap dalil-dalil permohonan pemohon apakah telah 
memenuhi alasan hukum. Hal ini dapat diketahui bahwa istri 

































memberikan izin poligami pada suami tanpa adanya paksaan atau 
intimidasi oleh pihak manapun. maka telah diketahui bahwa asas non 
diskriminasi sudah diterapkan di Sidoarjo. 
3. Asas kesetaraan gender tercermin pada penetapan permohonan izin 
poligami No. 1762/Pdt.G/2017/PA.Sda permohonan pemohon 
mengenai penetapan harta bersama majelis berpendapat bahwa 
berdasarkan pengakuan termohon, bukti P-12 keterangan saksi I dan 
saksi II serta keterangan calon istri kedua pemohon yang saling 
bersesuaian, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan 
pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama. Hal ini 
mencerminkan adanya kesetaraan gender atas permohonan harta 
bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon dan 
pengakuan termohon. maka telah diketahui bahwa asas kesetaraan 
gender sudah diterapkan di Sidoarjo. 
4. Asas persamaan didepan hukum tercermin pada penetapan permohonan 
izin poligami No. 899/Pdt.G/PA.Sda bahwa pada hari sidang yang telah 
ditentukan pemohon dan termohon hadir di persidangan dan Majelis 
Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak 
berhasil. maka telah diketahui bahwa asas persamaan didepan hukum 
sudah diterapkan di Sidoarjo. 
5. Asas keadilan tercermin pada penetapan permohonan izin poligami No. 
1490/Pdt.G/PA.Sda dalam pertimbangan hukum berdasarkan 
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 

































Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 
bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula 
mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan 
Termohon yang bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk 
mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan 
dikemudian hari; ditetapkanya harta bersama pemohon dan termohon, 
calon isteri kedua pemohon telah mengetahui hal itu serta tidak akan 
mengganggu gugat. Harta bersama pemohon dan termohon 
tersebutadalah : 
Harta bergerak : 
1) Sebuah tanah pekarangan berikut bangunan rumah permanen di 
Kabupaten Sidoarjo, luas tanah 120 m2, luas bangunan 220 M2atas 
nama Sirman, dengan batas-batas sebagai berikut : 
a. Sebelah utara : rumah milik H. Syarif/ Hj. Surtik; 
b. Sebelah selatan : jalan desa; 
c. Sebelah timur : rumah milik Maryam; 
d. Sebelah barat : rumah milik Kholik 
2) Sebuah tanah dan bangunan rumah di Kabupaten Sidoarjo; 
Harta tidak bergerak : 
1) Sepeda motor yamaha, warna hitam tahun 2009, nopol Xxxxxx; 
2) Sepeda motor honda revo warna hitam tahun 2017, nopol  xxxxxx; 
3)  Tv 29 in, merk fitri; 
4)  Home teater; 
5) Organ yamaha; 
6) Lemari es, merk lg; 
7) 2 Sepeda gunung merek Polygon 

































Maka telah diketahui bahwa asas keadilan sudah diterapkan di 
Sidoarjo. 
6. Asas kemanfaatan tercermin pada penetapan permohonan izin poligami 
Nomor  1762/Pdt.G/PA.Sda  
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; 
2) Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi 
(poligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Kedua 
Pemohon); 
3) Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah :Sebuah 
speda Motor Honda Supra X 125 Tahun 2014,Nomor Polisi 
XXXXXXX, Nomor Rangka : MH1JB9121AK407182, Warna 
Hitam; 
Maka telah diketahui bahwa asas kemanfaatan sudah diterapkan di 
Sidoarjo. 
7. Asas kepastian hukum tercermin pada penetapan permohonan izin 
poligami Nomor 1490/Pdt.G/2017/PA.Sda; dalam pertimbangan 
hukum Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah 
dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian Pemohon 
mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi 
izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami), oleh karenanya 
berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk 
mengajukan permohonan izin poligami tersebut; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas 
Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin beristri lebih dari 

































seorang sebagaimana diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 55 s/d Pasal 58 
Kompilasi Hukum Islam. 
Menurut para hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, upaya 
perlindungan terhadap perempuan sesuai asas yang termuat pada pasal 2 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah diterapkan dalam perkara permohonan 
izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelum PERMA ditetapkan  
Menurut penulis dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh 
para hakim serta adanya refleksi penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 dalam penetapan permohonan izin poligami di Pengadilan 
Agama Sidoarjo Tahun 2017 telah diterapkan asas-asas PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama 
Sidoarjo. merupakan upaya hakim untuk menjamin dan melindungi hak-
hak perempuan terhadap akses yang setara dalam mengadili perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum. Maka telah diketahui bahwa asas 
kemanfaatan sudah diterapkan di Sidoarjo. 






































Berdasarkan hasil yang penulis paparkan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 
keberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam penyelesaian 
perkara di pengadilan agama; merupakan peraturan bersifat hukum 
acara sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum, penerapan PERMA tesebut 
tidak bertentangan dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 
Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan Agama. Walaupun menurut salah seorang 
hakim Pengadilan Agama Sidoarjo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
tidak begitu signifikan karena sebagian besar ketentuannya telah 
diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sebelum 
PERMA tersebut ditetapkan, akan tetapi dengan adanya PERMA 
tersebut dijadikan  dasar hakim untuk lebih melindungi hak-hak 
perempuan berhadapan dengan hukum. 
 
2. Pandangan Hakim terhadap penerapan asas-asas PERMA Nomor 3 
Tahun 2017 dalam perkara permohonan izin poligami di 

































Pengadilan Agama Sidoarjo bahwasannya telah diterapkan asas-
asas dalam penyelesaian perkara permohonan izin poligami di 
Pengadilan Agama Sidoarjo sebelum dan sesudah ditetapkanya 
PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana penerapan asas-asas 
tersebut direfleksikan dalam penetapan izin poligami Pengadilan 
Agama Sidoarjo Tahun 2017; Sebagai salah satu upaya hakim 
menjamin hak perempuan untuk memperoleh akses yang setara 
dalam perkara permohonan izin poligami.  
 
B. Saran 
1. Kepada LSM, Organisasi masyarakat untuk memberikan sosialisasi 
lebih konkrit mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 
sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dalam 
menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Agar perempuan lebih 
mengetahui hak-haknya untuk memperoleh keadilan. 
2. Hendaknya hakim merealisasikan penerapan pasal-pasal yang 
termuat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, sehingga keadilan 
semakin dirasakan dalam penetapan izin poligami di Pengadilan 
Agama Sidoarjo. 
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